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Pada hari ini Rabu tanggal sepufuh, bulan September, tahun dua ribu dua

puluh lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1®      DESTRY   DAMAYARTTI:   Deputi   Gubernur   Senior   Bank   Indonesia,

berkedudukan di Jalan M®H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat 10350,
dalam  hal  ini  bertindak  dalam jabatannya,  urfuk  dan  atas  nana
Dewan  Gubemur  Bank  Indonesia,  berdasarkan  Pasal  38  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun  1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,
selanjutnya disebut PIHAK KESATH; dan

2.      TITI     BKO     RAHAYtF:     Sekretaris     Kementerian     Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan
di  Jalan  Medan  Merdeka  Barat .Nomor  15,  Gambir,  Jakarta  Pusat7
10160, dalam hal ini bertindak dalam j.abatarmya untuk dan atas nana
Kementerian Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak, yang
diandsat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/TPA Tahun 2025
tentang  Pemberhentian  dan  Pengangkatan  darn  dan  dalam  Pejabat
Pimpinan  Tinggi  Madya  di  Lin8kungan  Kementerian  Pemberdayaan
Perempuan   daft   Perlindungan   Anak,   selanjutnya   disebut   PIHAK
KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-gama
disebut PARA  PIHAK  dan  secara  sendiri-sendiri disebut PIHAK,  terlebih
dahulu  menerangkan  bahwa  Pen.anjian  KeH.a  Sama  ihi  dibuat  sebagal

pelaksanaan   dari   Nota   Kesepahaman    antara    Bank   Indonesia   dan
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  tentarig
Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif pada Kelompok Perempuan
Nomor:                       25/ 5/NK/ GBI/2023                       dan                       Nomor:

008/Setrmen.Birohh/RI,.01 /05/2023 tanggal 21 Jun£ 2023.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berifut:
1.      Undang-Undang  Nomor  23  Tahun   1999     tentang  Bank  Indonesia

(Lembarafl   Negara   Republik   Indoflesia   Tahun    1999   Nomor   66,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   3843)
sebagaimana  telah  beberapa  kafi  diubah  teralchir  dengan  Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6845);

2.      Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2008  tentang Usaha Mikro,  Kecil,
dan  Menengah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008
Nomor  93,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub]ik  Indonesia  Nomor
4866)   sebagaimafla  telah   beberapa   kali   diubah   terakhir   dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta  Ken.a  Menjadi  Undaflg-Undang   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

3.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,
Pelindungan,  Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan
Menengah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor

17);

4®      Peraturan Presiden Nomor  114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional
Keuangari Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 270);

5.      Peraturan  Presiden  Nomor   186  Tahun  2024  tentang  Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Repubfik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382).
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Berdasarkan   hal   tersebut,   PARA   PIHAK   sepakat   ufltuk   melalmkan
Peg.anjian  Keg.a  Sama  tentang  Pengembangan  Ekonomi  dan  Keuangan
Inklusif   Berbasis    Kelompok    Perempuan,    yang    selanjutnya    disebut
"Pen.anjian Ken.a Sama", dengan ketentuan sebagal berikut:

PASAI 1
KRTENTUAN UMUM

Dalarn Peg.anjian Kelja Sama ini yang dimaksud dengan:
1.      Keuangan lnklusif adalah kondisi ketika masyarakat mempunyai akses

terhadap   berbagai   produk   dan   layanan   keuangan   formal   yang
berkualitas  secara  tepat  waktu,  1ancar,   dan  aman  dengan  biaya
ten.angkau sesual dengan kebutuhan dan kemampuan dalam ran8ka
meningkatkan kesejahteraan masyarakato

2.      Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyaldnan

yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk menin8katkan kualitas
pengambilan  keputusan  dan  pengelolaan  keuangan  dalam  ran8ka
mencapai kesejahteraan®

3®      Kelompok Perempuan adalah kelompok unit usaha mikro, kecil,  dan
menengah,     kelompck     subsisten     yang     anggotanya     mayoritas

perempuan,  dan/atau  kelompok/komunitas  perempuan,    termasuk
yaflg  dikelola  dengan  prinsip   syariah  yang  menjadi  binaan  atau
merupakan penerima manfaat program PARA PIHAK.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1)    Perianjian Kerja Sama dimaksudkan sebagal dasar bagi PARA PIHAK
dalam  melakukan  pengembangan  ekonomi  dan  Keuangan  InRIusif
b erbasis Kelompck Perempuafio

(2)    Perianjian Ken.a Sama berfujuan untuk menyinergikan tugas, fungsi,
dan kewenaflgam PARA PIHAK pada kegiatan pengemfoangan ekonomi
dan Keuangan Inklusif berbasis Kelompok Perempuan untuk akselerasi

pertumbuhan ekonomi dan Keuangan Inklusif.

PASAI 3
RUANG LINGKUP

Ruang lin8kup Perjanjiari Ken.a Sama meliputi:
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a.      peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha dari hulu  ke hilir
berupa  pelatihan  dan/atau  pendampingan  serta  pelaksanaan  keria
gama riset, diseminasi, dan kelompck diskusi terpumpun;

too      penguatan kelembagaan termasuk dalan pembentukan kelembagaan
usaha berupa pelatihan dan/atau pendampingan;

c.      perluasan  akses  dan I,iterasi  Keuangan berLipa sosialisasi dan/atau
edukasi serta fasilitasi;

d.      penguafan  inp]ementasj  pembayaran  digital  bermpa  pelatihan  dan

pendampingam;
ea      peringkatan   kapasitas   sumber   daya   manusia   berupa   pelatihan

dan/atau edukasi;
f.       sosiafisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tngas, fungsi, dan

kewenangan PARA PIHAK; dan

9.      pertukaran   data   dan/atau   informasi   dalam   ran8ka   mendukung
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan  PARA PIHAK®

PASAL 4
HAH DAN KEWAJIBAN

(1)     PIHAK KESATu mempunyai hak sebagai berikut:
a.      memperoleh      dukungan      darn      PIHAK      KEDUA      berupa

narasumber/ ahli/ pakar sesuai bidang tugas PIHAK KEDUA serta
bentuk  dukungan  lain  yang  disepakati  PARA  PIHAK  untuk
mendukung pelaksanaan ruang lingkup Pen.anjian Keg.a Sama;

b.      memperoleh   data   dan/atau   informasi   mengenal    Kelompok
Perempuari dari PIHAK KEDUA untuk mendHkung pelaksanaan
niang lin8kup Peljanjian Ken.a Sama; dan

c.      memperoleh data serta materi komunikasi, informasi, dan edukasi
sesuai    bidang    tugas    PIHAK    KEDUA    untuk    mendukung

pelaksanaan ruang lingkup Pen.anjian Ken.a Sama®
(2)     PIHAK KESATu mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a.      menyediakan narasumber/ahli/pakar sesual bidang tugas PIHAK
KESATU  serta  bentuk  dukungan  lain  yang  disepakati  PARA
PIHAH untuk mendukung pelaksanaan ruang lin8kup Perianjian
Kerja Sama;

b.      menyediakan   fasilitasi   berupa   kegiatan   sosialisasi/edukasi/

pelatihafl/ pendampingafi dalam rangka pengembangan ekonomi
dan Keuangan Inldusif berbasis Kelompok Perempuan; daft

a.      menyediakan   data   serta  materi   komunikasi,   informasi,   dan
edukasi inklusi dan I,iterasi Keuangan.

.-i-'4
www.gonitro.com

https:jdih.kemenpppa.go.id


-5-

(3)     PIIIAK KEDtIA mempunyal hak sebagai berikut:
a.      mendapatkan     dukungan     dari     PIHAK     KESATU     berupa

narasumber/ahli/pakar  sesuaj  bidarig  tugas  PIHAK  KESATU
serta bentuk drfungan lain yang disepakati PARA PIHAK untuk
mendukung pelaksanaan ruang lin8fup Perjanjian Ken.a Sama;

b®      mendapatkan    fasilitasi    pada    kegiatan    sosialisasi/edukasi/

pelatihan/pendampingan  dari  PIHAK  KESATU  dalam  rangka
pengembangan    ekonomj    dan    Keuangan    haklusif   berbasis
Kelompok Perempuan; dan

c.      mendapatkan   data  serta  materi  komunikasi,   informasi,   dan
edukasi sesuai bidang tugas PIHAK KESATU urfuk mendukung

pelaksanaan r'uang lingkup Perianjian Keria Sama.
(4)     PIHAK KEDUA mempunyai kewajibafl sebagal berikut:

a®      menyediakan  dukungan berxpa narasumber/ahli/pakar  sesual
bidang fugas PIHAK KEDUA,  serta bentuk dukungan lain yang
disepakati PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan ruang
lingkup Pen.anjian Ken.a Sama;

b.      menyedialcan  data  dan/atau  informasj  Kelompok  Perempuari
kepada PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan ruang
lingkup Pen.anjian Ken.a Sama; dan

c®      menyediakan   data   seria   materi   komunikasi,   informasi,   dan
edukasi sesuai bidang tugas PIHAK KEDUA untLik mendukung

pelaksanaan ruang lin8kup Pen.anjian Kerja Samao

PASAL 5

PELAKSANAA@T RUANG LIRTGKUP

Segala   benfuk   pelaksaflaan    ruang   lin8kup    Peljanjian    Ken.a    Sama
sebagainana dimaksud  dalam  Pasal 3  dilakukan  sesuai dengan rencana
ken.a  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian
tidak terpisahkan dari Perianjian Kerfa Sama.

PASAI 6
PEMANTAHABT DAnr EVAI;uAsl

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi haik
secara   bersama-sama   maupun   sendiri-sendiri   terhadap   pelaksanaan
Pen.anjian Ken.a Sama secara berkala paling sedikit 2  (dua)  kali dalam  1

(safu) tahun®
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PASAI 7
dANGKA WAKTU

(1)     Perianjian  Kelja  Sama  berlaku  sesual  dengan  jangka  waktu  Nota
Kesepahaman®

(2)     Peq.anjian Ken.a Sama dapat dipeapanjang sesual kesepakatan PARA
PIHAK  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  perpanjangan  terhadap
Nota Kesepahamane

(3)     Musing-masing  PIHAK  dapa±  dengan  periin2bangan   sendiri  untuk
mengakhiri Peg.anjian Keg.a Sama ini sebelum nasa berlaku dengan
ketentuan  PIHAK  yang  ingin  mengakhiri  harus  memberitahukan
maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat
3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran®

(4)     Apabila  pada  saat  Peg.anjiam  Kerja  Sarna  berakhir  atau  diakhiri
sebelum  jan8ka  waktu  beraELimya  Perj.anjian  Keria  Sama  masih
terdapat  hak  dan  kewajiban  yang  belum  diselesaikan  oleh  masing-
masing PIHAK maka ketentuan dalam Peg.anjian Keg.a Sama ira tetap
berlaku  sampal  diselesalkannya  hak  dan  kewajiban  tersebut  oleh
masing-masing PIHAK.

(5)     Dalam  hal ten.adi pengalthiran Peg.anjian  Ken.a Sama,  PARA PIHAK
sepakat untuk mengesampin8kan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-
Undang   Hukum    Perdata   yang   mensyaratkan   bahwa   perintah

pengadilan   harus   dinintakan   sehubungari   dengan   pengaThiran
Pen.anjian Kerja Salna.

(6)     Dalam  hal  salah  satu  PIHAK  berkeinginan  untuk  mempeapanjang
sebelum jan8ka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 8

KERAHASIAART DATA DAN/ATAU INFOREASI

(1)     Seluruh   data   dan/atau   informasi   yang   diperoleh   dalam   rangka
pelaksanaan Perianjian Ken.a Sama dinyatakan sebagal data dan/atan
informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik
dan hanya dapat digunakan untuk tujHan dari Peljanjian Keg.a Sama
serta   keterfuan   peraturan   perundang-undangan   dan   ketentuan
intemal masing-masing PIHAK.

(2)     Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Peng.anjian Ken.a Sama serfa
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sesual  ketentuan   peraturan  perundang-undangan   dan  ketentuan
intemal masing-masing PIHAKe

(3)     Data dan/atau informiasi yang bersifat rahasia sebagainana dimaksud
pada  ayat  (1)   hanya  dapat  diberikan  kepada  pihak  lain   setelah
mendapat  persetujuan  tertulis  dari  PIHAK  pemilik  data  dan/atau
informasi  dengan  menyebutkan  sumber  data  dan/atau  informasi
dimaksud.

(4)     Anggota  Dewaz2  Gubemur,  Pejabat,  Pegawaj,  dan/atau  pihak yang
ditetapkan atau ditugaskan oleh PIHAK KESATU serta Menteri, Wakil
Menteri,   Pejabat,   Pegawai,   dan/atau  pihak  yang  ditetapkan  atau
ditugaskan oleh PIHAK  KEDUA adalah pihak terafhiasi yang terikat
dengan    ketentuan    kerahasiaan    sebagaimana    dimaksud    dalan
Peg.anjian Ken.a Sama dan ketentuan peraturan penmdang-undangan.

(5)     Selama berlakunya dan setelah berakhimya jangka waktu Pen.anjian
Ken.a Sama, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaari data
dan/atau  informasi  yang  diperoleh  sehubungan  dengan  Peljanjian
Keg.a  Sama termasuk  data  dan/atau  informasi yang terdapat  pada
sistem infonnasi PARA PIHAH dan/atau masfng-masing PIHAK.

PASAI 9
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Pen.anjian Ken.a
Sama ini bersumber darn anggaran masing-masing PIHAK dan/ atau sumber
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PASAL  10
PENYELESALIAN PERSELISIHAN

(1)     Dalam  hal  ten.adi  perselisihan  atau  perbedaan  penafsiran,   PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk
mufakat dalam jan8ka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender®

(2)    Apabfla penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan   melaluri   jalur   hukum    sesual   dengan   ketentuan

peraturan perundang-undangan  dengan memilih tempat kedudukan
hukum yang tetap (domisili) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

.,.:i:,'.

www.gonitro.com

https:jdih.kemenpppa.go.id


-8-

PASAI 11

KORESPOHDENSI

(1)     Korespedensi dalam implementasi pep.anjian Keria sama disampaikan
kepada PARA PIHAK dengari alamat dan/atau kontak sebagal berilflit:

a.   PIHAK KESATU

Bank Indonesia
Jabatan    :   Depatemen Ekonomi Keuangafl Inldusifdan Hijau -

Kelompok     Review     Rekomendasi     Kelja     Sama
Keuangan Inklusif dan Hijau

Alamat      :    Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, GedungTipikal Lantai
14, Jakarta 10350

Emcz€Z          :    deih-krrk@bi,gg:_id

b.    PIHAK KEDUA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia
Jabatan    :   Kepala Biro Hukuln dan Kelja sama
Alanat      :   Jalan  Medan  Merdeka  Barat  Nomor  15  ,  Gambir,

Jakarta Pusat 10160
Emcz€Z          :    keq.asama@ifeemenpi2pa®go.id

(2)   Dalam   hal   terdapat   perubahan   satuan   ken.a   dan/atan   alamat
sebagainafla dimaksud  ayat  (1),  PIHAK yang berganti  satuan  kelja
dan/atau  alamat  harus  memheritahukan  penunjukari  safuan  kelja
dan/atau penggantian alamat kepada PIHAK yang lain paling lambat 7

(tujuh) hard ken.a setelah ten.adinya perubahan satuan ken.a dan/ atau
alamat korespofldensi®

(3)    Korespondensi  melalui   surat   oleh   PARA  PIHAK   dapat  didahului
dengan  surat  elektronik  dengan  melampirkan  hasil  pindal  surat
dimaksud®

PASEL   12

KEADAAN KAHAR tFORCE jlzAuseriRP

(1)     PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar  gro7ice mczjeL4re)  tidak
serta merta membuat Nota Kesepakatan ini berakhir.

(2)     Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana
alam, bencana nonalan, konflik sosial, termasuk perubahan kondisi
dan situasi politik,  ekonomi, maupun hukum yang bersifat nasional
dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagal fo7ice mczjezfre

yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat
memenuhi kewajiban yang diperi anjikan®
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(3)     Apabila  teriadi  keadaan force  mcEjeatre sebagaimana  dimaksud  peda
ayat   (2)   sehingga   salah   satu   PIHAK  tidak   dapat   melaksanakan
kewajibannya, maka PIIIAK yang mengalami keadaan tersebut wajib
memberitahukan   secara  teatulis  kepada  PIHAK  yang  lain  dalam
tenggang waktu paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari keg.a
sejak terj adinya keadaan /orce 77REjez£7ie tersebut®

(4)     Berdasarkan force mczj.eztre sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan
ayat (2}, PARA PIHAK tidak akan sating menufltut dan/atau apabila
keadaan memung]rinkan akan memberikan kesempatan kepada PIHAK

yang    mengalami    keadaan    force    77tcijen7.e    untuk    melanjutkan
pelaksanaan Perianjian Ken.a Sama.

PASAL  13

KETENTUAN LAIH-LAIN

(1)     Pen.anjian  Keng.a  Sama  dapat  dilalflikan  pembafian  sesual  dengan
kesepakatan PARA PIHAK.

(2)     Pembahan peH®anjian Ken.a sama sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan  secara  tertulis  dalam  peruhahan  {adendum}  Pen.anjian.
Ken.a Sama yang merupakan  satr kesatuan  dan foagian yang tidak
teapisahkan dari Perianjian KeH.a Sama.

(3)     Selana   berlakuriya   Pen.anjian   Kerj.a   gama,   RARA   PIHAH   tidak
diperkenankan untuk mengalihkan  sebagian  atau  seluruh hak dan
kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terfulis PIHAH
lainnya.

(4)    Apabila ada kerugian yang tim foul selana pelaksanaan perjanjian Ken.a
Sarma yang diakifeatiran kelalaian salah  satu  PIHAK maka tanggung

jawat untuk setiap kelalalan yang ditimhulkannya termasuk fflaim dan
tuntutan pinak lain menjadi tanggung jawab salah satu PIHAK yang
melalstikan kelalaian*

(5)     Petianjian Ken.a Sama tetap mengikat PARA RIHAH dalam hal teriadi
perubahan atau penggantian status, kelembagaan,  dan pimpinan di
antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, dengan pemheritahuan
darn PIHAK yang mengalami perubahan atau pergantian kepada PIHAK
lainnya®

PASAI 14
KETENTUAN PENUTUP

(1)     Pen.anjian Ken.a Sama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
pada  tanggal  sebagaimana  disebutkan  pada  awal  Peg.afljian  Kelja
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Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukHp
dan mempunyai kekuatan hukum yang gama hagi PARE PIHAKe

(2)     Perdanjian Keria sama mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA plHexo

KEMENTERIART PEMBERDAYAAN
pEREREpuAH DAN pERLINDtENGAEr

ANAK REPUBLIK INDONESIAF
BARTK INDOHESIA7

DEPUTI GUBEENUR SEHIOR,
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IAMPIEN
PERJANJIART KERIA SAMA

ENTARA

INK IAVDONESIA

DENGAN

KEREENTERIAN PEMBERDAYAAEF PEREMPUAN DART

RERLENDURTGAN ANAK REptFBLIK INDORTESIA

TENTANG

PENfiEMENGARI EH®RTOMI DART KEUARTGAN IRTKLUSIF

BEREASIS KELOMPOK PEREMPHAAV

H®MOR: 27/S6/PHS/DGS/2025
RT®M®R: ®42/Setrmen.Birohk/KL®01 /09/ae25

REAVCAAVA KERJA

No,
RuaflgELngkup/Kegiataffi

wrfu±ffi Lokasi
Peran PARA PIHAK

PIHJus KESATU PIHAK KBDUA
A Pemifflgkatafi kapasitas dan pemgermfoafflgaffi usaha dari hulu ke hilir
1 Pelatihan dan/ atau Sesuar Sesuar ®   Menyediakan •    Menyediakan

pendanpingan untuk kebutuham dan kesepakatan/ narasumber/ahli/pakar narasumber/ahli/pakar
penin8Efatan kapasitas kesepakatan basil •   Menyediakan materi pelatihan a    Menyediakan materi pelatihari
dan pengemhangan usaha PART PIHAK koordinasi peningkatan kapasitas dan kesetaraan gender dan

peflgembaflgan usafia p emberdayaan perempuarl
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RT®'
Ruan8Lin*up/Kegiatan

WifetH Lokasi        i
PeraH PARE PIHffl

PIHAK KESATtJ PIHAK KREUA
a   Menyediakan fasilitas untuk •    Menyediakan fasilitas unfuk

mendukung pelaksanaan mendukung pelaksafiaafl kegiatan
kegiatan ®     Menghadirkan Kelompok

®   Memstadirkan Kelompok Perempuan binaan dart/atau mitra
Perempuan binaan dan/atau PIHAK KEI)UA
mitra PIHAK KESATU®Melakukanpendampingari ®    Melakukan pendampingan

2 Pelaksamaan keria sama Sesual Sesuai ®   Mengoordinasikan diskusi ®    Mengoordinasikan diskusi terkait
riset, diseminasi, dan kebutuhan dan kesepakatan/ terkait kajian/ asesmen kesetaraan gender dan
kelompok diskusi kesepakatan hasil pengembangan ekonomi pemberdayaan perempuan
terpunpun PARE PIHAK koordinasi Keuangan Inklusif •    Menyediakan fasilitas untuk

•   Menyediakan fasilitas untuk mendukung p elaksaflaan kegiatan
mendukung pelaksanaan •    Menyediakan
kegiatan narasumber/ahli/pakar

•   Menyediakan •    Menyediakan data/informasi
narasumber/ahli/pakar terkait kesetaraan gender dari

®   Menyediakan data/informasiterkaltpengembariganekonomiKeuangaflInklusif pemb erdayaan perempuan

8 Penguatan kelembagaaH termasuk dalam pembentukafl kelefflbagaaffi usaha
1 Pelatihan dan/ atau Sesual Sesuar ®   Menyediakan •    Menyediakan

pendanpingan untuk kebutuhan dan kesepakatan/ narasumber/ahli/pakar narasumber/ahli/pakar
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RT®'
Ruan8E4ifl#up/Kegiatam

WaJltu Lohasi
Peran PARA PIHAK

PIHAK KESATU PIHAK KEDtFA

penguatan kelembagaan kesepakatan hasil ®   Menyediakan fasilitas untuk ®    Menyediakan fasilitas untuk
termasuk pembentukan PARE PIHAK koordinasi mendukung p elaksanaan mendukung pelaksanaan kealatan
kelembagaan usaha kegiatan a    Menghadirkan Kelompok
Kelompok Perempuan •   Menghadirkan Kelompok Perempuan binaan dan/ ataH mitra

Perempuan binaan dan/atau PIHAK KEDUA
mitra PIHAK KESATtF®Melakukanpendampingan ®    Melakukan pendampingan

2 Pelatihan dan/ atau Sesuai Sesuai ®   Menyediakan ®    Menyediakan bimbingan teknis

pendanpingan untELk kebutuhan dan kesepakatan/ narasumber/ahli/pakar •    Memfasilitasi penyusunan modul
penguatan pelaksanaan kesepakatan hasil a   Menghadirkan peserta pelatihan
pengarmsutamaan PARE PIHAK koordinasi ®   Menyediakan fasilitas untuk •    Melakukan pendampingan
gender mendukung pelaksanaankegiatan®Memfasilitasipenyusunanmodulpelatihan

C PerEuasan akses daffi Latergtsi Keuafl8affi

1 Sosialisasi dan / atau Sesuai Sesuai •   Menyediakan ®     Menyediakan
edukasi serta fasilitasi kebutuhan dan kesepakatan/ narasumber/ahli/pakar narasumber/ahli/pakar
perluasan akses dan kesepakatan hasil •   Menyediakan materi a    Menyediakan materi
Literasi Keuangan PARE PIHAK koordinasi sosialisasi/ edukasi terkalt sosialisasi / edukasi terkait

inklusi dan Literasi Keuangan kesetaraan gender danpemberdayaanperempuan
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N®.
R"amgLin#up/Hegiatan Wcktu Lotsasi

Perafl PARE PIHAK
PIHAH KESATU             1 PIHAH KREtFA

®   Menyediakan fasilitas untuk •    Menyediakan fasilitas untuk
mendukung pelaksanaan mendukung pelaksanaan kegiatan
kegiatan ®    Menghadirkan Kelompok

®   Menghadirkan Kelompok Perempuan binaan dan/atau mitra
Perempuan binaan dan/ ataumitraPIHAKKESATU®Fasilitasiaksesdenganmitrapembiayaan PIHAK KEDUA

D peflguataffi ifflplemeffitasi pembayaram digitat
1 Pelatihan dan Sesuai Sesuai a   Menyediakan ®     Memyediakan

pendanpingan terkait kebutuhan dan kesepakatan/ narasumber/aEL/pakar narasumber/ahli/pakar
penguratan implementasi kesepakatan hasil •   Menyediakan rmateri pelatihan ®    Menyediakan materi pelatiham

pembayaran digital PARA PIHJm koordinasi terkalt sistem pemhayaran terkait kesetaraan gender dart
a   Menyediakan fasilitas untuk permberdayaari perempuan

mendukung p elaksanaan a    Menyediakan fasilitas untuk
kegiatan mendukung pelaksanaan kegiatan

®   Menghadirkan Kelompok •    Menghadirkan Kelompok
Perempuan binaan dan/atau Perempuan foinaan daft/atau mitra
mitra PIHAK KBSATU PIHAK KEDUA

a   Melakckan pendampingan a    Melakukan pendampingan
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RTo®
RuangLingkup/Kegiatafl wckfu Lokasi

perafl pARE PIHAK
PIHRE KESATU PIHAH KEDUA

®   Fasilitasi akses kepada lembagakeuangan/penyediajasasistempembayaran

E Peflingkatan kapasitas §umber daya mamusia
1® Pelatihan dan/ atau Sesuar Sesuar •   Menyedickan •    Menyediakan

edukasi untuk kebutuhan dan kesepakatan/ narasumber/ahli/pakar narasumber/ahli/pakar
peningkatan kapasitas kesepakatan hasil •   Menyediakan materi pelatihan •    Menyediakan materi pelatihan
sumber daya manusia PARE PIHRE koordinasi dan/atau edukasi dan/atau edukasi

®   Menyediakan fasilitas untuk •    Meayediakan fasilitas untuk
mendufumg pelaksanaankegiatan mendukung pelaksanaan kegiatan

F Sosialisasi dalam ffangka mendukung pelaksanaaEL tugas, fungsig dan kewemaflgan PARA PIHAK
1 Sosialisasi dalam ran9ka Sesuar Sesuar •   Menyediakan •   Menyediakan

mendulanng pelaksanaan kebutuhan dan kesepakatan/ narasumber/ahli/pakar narasumber/ahli/pakar
tu8as kesepakatan hasil a   Meflysdiakan materi sosialisasi •   Menyediakan materi sosialisasi

PARE PIHAK koordinasi ®   Menyediakan fasilitas untuk ®   Menyediakan fasilitas untuk
mendukung pelaksanaankegiatan mendukung pelaksanaan kegiatan

a Perfukaran data daft/atau iffifofrmasi dalam rangka mefldukuffig pelakeanaafl tugas, fungsi, dan keweflangan PARA PIHAK
1 Peftukaran data Sesuai Sesuai a   Menyediakan •    Menyediakan

dan/ atau imformasi kebutuhan dan kesepakatan/ data/ informasi/ materi edukasi/ data/informasi/materiedukasi/komunikasiterkalt
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No,
RItangLingkup/Kegiatafl Wcktu Lokasi

Pecan PARA PIHAK
PIHAK KBSATU plHex KEDUA

kesepakatan hasil komurikasi terkalt inklusi dan kesetaraan gender dan
RARE PIHAK koordinasi Literasi Keuangan pemberdayaari perempuan

®   Menyediakan data/informasi •    Menyediakan data/informasi
terkait Kelompok Perempuan terkait Kelompok Perempuan
binaan dan/ atau mitra PIIIAEE binaan dan/ atau mitra PIHAK
KESATU KEDUA
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